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Masalah penegakan hukum
merupakan mas^ah yang menarik karena
berkaitan dengan hukum dan manusia,

"masalah penegakan hukum mempunyaiarti
penting bagi penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunansekaligus
meaipakan upaya meninggalkan kualitas
sumberdayamanusia dalam bidang hukum.
Pembangunansumberdayamanusiaadalah
upaya untuk membangun manusia Indo
nesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia
seluruhnya, yang tidak lain adalah
hakikatnyapembangunannasionalsebagai
pengamalan Pancasila. Dalam kaitan ini
GBHN berbicara mengenal manusia
sebagai irisan, yang hams kita bangun
kehidupannya, harkat dan martabamya.
GBHN juga berbicara mengenai manusia
sebagai sumberdaya pembangunan yang
hams terns ditingkatkan kualitas dan
kemampuannya untuk membangunan
dirinya.

Dalam PJP II, GBHN
mengamanatkan bahwa sasaran
pembangunanadalahmencip^takan kualitas
manusia dan masyarakat Indonesia yarig^
maju dan mandiri.Suatu bangsa akan maju'
dan mandiri kalau manusianya berkualitas
dan ekonominya kokoh. Oleh karena itu
GBHNmeletakkantitikberatpembangunan
pada bidang ekonomi, seiring dengan
peningkatan sumberdaya manusia. Suatu
bangsa akan dikatakan semakin maju
apabila tingkat pendapatannya semakin
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tinggi dan penierataan pendapatannya
semakinbaik. Suatu bangsadikatakanlebih
maju apabila berbagai indikator sosial dan
ekonomi yang dapat dijadikan ukuran
adanya kemajuan suatu bangsa tems
menunjukkanperbaikan yangmakinnyata.
Suatu bangsa dikatakan semakin mandiri
apabila bangsa tersebut semakin mampu
memeliharakehidupaimyadanmelanjutkan
pembangunan dengan kekuatan sendiri.
Untuk ini antara lain diperlukantenaga-
tenagaprofesional yangkualitasnyatinggi
dan dalam jumlah yang makin memadai
untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan

pembangunan.
Kemajuan dan kemandirian

disamping mempakan kondisi atau tahap
perkembangan suatu bangsa, juga
menceiminkansikapsuatubangsateihadap

"Ijirinya,masyarakatnyasertatantangan dan
masalah-masaha yang dihadapinya dan
upaya untuk mengatasinya. Dengan
demikian kemajuan dan kemandirian selain
merupakan wujud kondisi ekonomi, cermin
budaya manusia dan masyarakatnya juga

\ merupakan cermin dari hukum dan pranata
• hukum yang berlaku dalam masyarakat,

karenakehidupanhukummerupakanbagian
dari budaya hidup masyarakat. Hukum
harus,dapat menampung atau menjadi
wadah dinamika masyarakat yang terus
bergerakmaju danharus dapat merekayasa
ketertiban dan kesejahteraan masyarakat,,
sebagai ungkapan kemajuan dan
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kemandiriah.

Pesan GBHN

Dalam kaitan ini, selain hal-hal

umum yang telah saya jelaskan di atas
mengenai peningkataiikualitas sumberdaya
manusia, saya ingin menyampaikan
beberapa pesan pokok GBHN 1993 dalam
bidanghukum, hanyauntukmengingatkan
saja bagi saudara-saudara. Pesan pertama
adalahpengertian hukum. MenurutGBHN
1993 mengacu kepada UUD 1945 Hukum

\ Nasional adalah sarana keteitiban dan
\ kesejahteraan masyarakat yang berintikan

^keadilan dan kebenaran. Hukum adalah
'^ana atau alat; bukan tujuan. Hukum'
adalah sarana untuk mendatangkan
ketertiban dan merekayasa kesejahteraan.
Keteitiban" menunjuk kepada sifat hukum
yang mengatur dan "kesejahteraan"
menunjuk kepada sifat hukum yang
membangun.

Pesan kedua dari GBHN 1993,

bahwa hukum yang berintikan keadilan
dan kebenaran harus mampu menjamin
kepastian, ketertiban, penegakan,
perlindungan hukum, serta mampu
mengamankan dan .mendukung
pembangunan nasional. atau dengan kata
lain mampu, berperan mengayomi
masyarakat serta mengabdi pada
kepentihgan nasional.

Pesan ini sangat erat kailannya
dengan pesan tentang pengertian pokok
hukum tersebut di atas, yaitu sebagai saram
ketertiban dan kesejahteraan, yang kalau
kitauraikanleblhlanjut hukum harus dapat
dijadikan dasar untuk menjamin agar
masyarakat dapat menikmati kepastian,
ketertiban dan perlindungan hukum,
menumbuhkan dan mengembangkan
disiplin nasional, kepatuhan hukum serta

tanggungjawab sosial pada setiap warga
negara termasuk penyelenggara negara,
memberi rasa aman dan tenteram,

mendorong kreativitas dari peran aktif
masyarakat dalam pembangunan, serta
mendukungstabilitasnasional yang mantap
dan dinamis:

GBHN 1993, juga memberikan
beberapa pesan bahwa pembentukan hukum
diselenggarakan melalui proses secara'
terpadu dan demokratis berdasarkan
PancasiladanUndang-UndangDasar 1945.
Dalam rangka itu perlu diindahkan
ketentuan yang memenuhi nilai filosofis
yang berintikan rasa keadilan dan
kebenaran; nilai sbsiologis yang sesuai
dengan tata nilai budaya yang bedaku
dimasyarakat, dannilai yuridis yang sesuai
dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
Secara khusus diamanatkan bahwa produk
hukum kolonial harus diganti dengan
produk hukum yangdijiwai danbersumber
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Dengan demikian hukum juga
, hendaknyadapatmemberikanpayungbagi

upaya untuk menciptakan kesejahteraan
rakyat yang makin berkeadilan.
Tantangan penegakan hukum

Dalam rangkamenjabarkanberbagai
pesan GBHN dalam bidang hukum tersebut
kitamelihatadanyaberbagaitantanganyang
harus kita pecahkan agar dapat menjamin
tercapainya tujuan pembangunannasional.
Pengaruh globalisasi sebagai akibat
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
telah menyebabkan teijadinya perubahan
dalam upaya pembangunan hukum di In
donesia. Batasan-batasan doktrin hukum

yang berlaku telahseniakinkabur. Indonesia
tengah dalam proses industrialisasi dan
pengintegrasian ekonominya ke -dalam
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perekonomian dunia. Dalamproses ini tidak
bisa dihindari teijadinya pengintegrasian
atau intemasionalisasi dunia usahanasional

dan akan makin banyaknya perusahaan-
perusahaan multinasional yang tunit
mengambil bagian dalam proses
industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi
yang makin dipercepat itu. Dapat
diperkirakan bahwa proses intema
sionalisasi ini akan membawa .dampak
perkembangan hukum di Indonesia.

Dengan demikian sumber daya
manusia hukum kita harus dapat
ditingkatkan agar mampu mengantisipasi
dan menangani masalah-masalah hukum
yang makin rumit dan berdimensi global.
Kita ingin mandiri dalam bidang hukum,
makakita harus membangun kaum profesi
hukumagardapatmemenuhi tantanganitu.

Dalam pembangunan hukum
Repelita VI,maka tantanganyangdihadapi
adalah bagaimana mengupayakan
percepatanpembentukanhukum, dalam arti
pembentuk^pranatahukum, yang tanggap
terhadap dampakglobalisasi, dinamikadan
aspirasi masyarakat serta d^at mengikuti
dan mewadahi perkembangan sosial
ekonomi baik di dalam maupun di luar
negeri dengan tidak meninggalkan sifat
pokok dari hukum yaitu mengatur.
Pembentukanhukumnasional harusmampu
mengikuti . perkembangan hukum
intemasional yang pesat dengan tetap
mengingat akan kepentingan masyarakat
danbangsalndonesiayangharus senantiasa
terlindungi.

Dalam pada itu sasaran
pembangunanhukumyangdiinginkanpad^
akhir PJP II adalah terbentuknya sistem
hukum nasional yang bersumberkan
PancasiladanUndang-UndangDasar 1945.
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Dewasa ini kita masih memiliki dan harus

mengganti produk-produk hukum kolonial,
yang selain tidak sesuai lagi dengan keadaan
zaman juga tidak mendukung
pembangunan. Produk-produk hukum
semacam ini jel^ harus dan perlu diganti.
Ini merupakan pekerjaan besar yang
memerlukan tekad dan kesungguhan hati
kita semua terutama profesi hukum.

.Selahjutnya kesadarah dan ketaatan
teihadap hukum yang makin meningkat
telah pula menyebabkan adanya
peningkatan tuntutan masyarakat terhadap
kepastian dan pengayoman hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran.

Ditinjau dari sudut strategi
pembangunanhukum, maka pembangunan
hukum menghadapi tantangan sejauh mana
hukum yang diperlukain dapat berperan
terhadapperwujudan ketertibanhukum dan
kesejahteraan masyarakat terutama dalam
mewujudkan program pemerataankeadilan.
Timbul dilema di mana pada satu sisi kita
memerlukan persatuan dan kesatuan
nasional, tennasuksatunyahukum nasional
yang mengabdi kepada kepentingan
nasional. Untuk kebutuhan ini diperlukan
strategi pembangunan hukum yang
konvensional di mana lembaga-lembaga
negara .pembuat Undang-undang yaitu
Pemerintah dan DPR peranaimya mutlak
menentukan. Di sisi lain untuk

mengakomodasi aspirasi, tuntutan dan
dinamika masyarakat, dibutuhkan strategi
pembangunan hukum yang responsif di
mana dituntut adanya peranan yang lebih
besar dari lembaga-lembaga peradilan dan
partisipasi masyarakat luas dalam
menentukan arah pericembangan hukum
yang dianggap penting bagi pelaksanaan
keadilan sosial dalam masyarakat, melalui
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putusan hakim (yurisprudensi).
Dalammewujudkan wibawahukum

pada akhixPJP II, peranan aparatpenegak
hukum tumtmenentul^ keberhasilannya.
Aparat hukum ditantang untuk
meningkatkan kualitas" manusianya, yang
hams tercermin dalam sikap menjunjung
tinggi kejujuran, kebenaran dan kcadilan,
bersih, berwibawa dan bertanggung jawab
dalam perilaku keteladanan. Ini juga
merupakan suatu tantangantersendiri.

Mempakan tantangan pula masalah
penegakkan disiplin nasional, yang
menunjukkan tingkat kesadaran hukum
masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan
kegiatan penyuluhan dan penerangan
hukum,"sehingga anggotamasyarakatselain
mengetahui hak dan ke'wajibannya sebagai
warganegara,juga hamsterbentukperilataj
yang taatdanpatuh padahukum, yang pada
akhirnya akan menunbuhkan dan
mengembangkan disiplin nasional.

Kendala-kendala

Dalam upaya pembentukan pranata-
pranata: hukum yang tanggap menjawab
tantangan tersebut diatas kita menghadapi
berbagai kendala. Pertama-tama, belum
mantapnya koordinasi perencanaan dan
pembuatan peraturanpemndang-undangan
yang terarah dan terpadu, baik dari segi
organisasi maupun manajemennya.

Selanjutnya, dalam menghadapi
tantangan pembentukan hukum dari sudut
trategi pembangunan hukum yang

responsif, kemampuan para hakim dalam
menghadapi persoalan hukum bam yang
timbul sebagai dampak dari proses
intemasionalisasi dan sebagai akibat
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi merupakan kendala yang hams
kita atasi. Demikian pula kemampuan para

hakim untiikmengakomodasikan aspirasi,.
tuntutan dan dinamika masyarakat sebagai
akibat dari makintingginyakadarkesadaran
hukum masyarakatdalamputusan-putusan -
yang ditanganinya. Maka upaya untuk
meningkatkan mutu sumberdaya manusia,
khususnya para hakim memerlukan
perhatian dalam Repelita VI. .

Dalam bag!an akhirmakalah ini, saya
ingin menyampaikan suatu pendekatan
dalam pembangunan hukum, yang kiranya
perlumendapatperhatiam Sebagaimanakita
ketahui bahwanilai-nilai kegiatanekonomi
suatu bangsa selalu seirama dengan
landasan politik dan hukum yang
dipergunakan bangsa itu. Maka menjadi
tantangan pula bagaimana pembangunan
hukum dapat mengantisipasi landasan
hukum yang dibutuhkan bangsa Indonesia
d^am mendukung pembangunan ekonomi
dalam Repelita VI dan PJP II. Saya kira

•sudah waktuhya kita tidak hanya terpaku
pada pendekatan analisis bahasa semata-
mata untuk bidang hukum, tapi melihat
juga kepada pendekatan ilmu lain; dalam
hal ini ilmu ekonomi. Yang saya maksud
adalah pendekatan kuantitatif dari ilmu
ekonomi.

Dengan perpaduan pendekatan
analisis bahasa dan analisis kuantitatif,
dengan tidak.mengurangi sifat dasar dari
hukum yaitu mengatur dan menjamin
kepastian hukum, maka pembangunan
hukum akan dapat menyerap proses
perkembangan yang cepat sebagai akibat
globalisasi kehidupan dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di samping
dinamikadan aspirasi masyai^tyang juga
bergerak cepat niengikuti perkembangan
sosial ekonomi.
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